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PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PERHOTELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari
isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2003
tentang Perhotelan;

. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap pengelolaan dan pendirian hotel dan dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli daerah perlu mengatur kembali
bidang perhotelan dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2003 tentang Perhotelan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3427);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Repaibiik Indonesia
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tattun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG PERHOTELAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2003

tentang Perhotelan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 21 Seri C
Nomor Seri 10) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dihapus diganti ayat (1) baru harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut:

“(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini
berlaku sepanjang orang atau badan hukum melaksanakan usahanya dan
wajib melakukan registrasi ulang dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.”

Ketentuan Pasal 5 ditambah ayat (3) dan ayat (4) baru harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut:

“(3) Registrasi dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambathya 14
(empat belas) hari sejak sampai batas waktu registrasi, dengan
menyampaikan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.”

“ (4) Izin yang tidak diregistrasi ulang dimaksud ayat (1) dapat dicabut atau
dinyatakan batal oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.”

Pasal 6 ayat (3) dihapus diganti ayat (3) baru harus ditulis dan dibaca sebagai

berikut:

“(3) Persyaratan dan ketentuan teknis pelaksanaan registrasi perizinan
ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.”




Pasal II
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 6vember2009

WALIKOZ'A BANJARBARU,

m‘—l

RUDY RESNAWAN

N DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 9 SERI ¢ NOMOR SERI 9




